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Abstract 
Unfair business competition is competition between business actors that operates unfairly, 

which may involve practices such as conspiracy, monopoly abuse, or market surveillance. 

Monopolies and unhealthy business competition are currently very common in Indonesia. 

Unfair business competition can have a negative impact on societal well-being, which may 

involve reduced employment, increased societal uncertainty, or loss of investment. In dealing 

with unhealthy business competition, it is very important to understand the function of law as 

social control and implement appropriate prevention efforts. 

 

Abstrak 
Persaingan usaha yang tidak sehat merupakan persaingan antara pelaku usaha yang berjalan 

secara tidak fair, yang mungkin melibatkan praktik seperti konspirasi, penyalahgunaan 

monopoli, atau pengawasan pasar. Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat saat ini 

sangat marak terjadi di Indonesia. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat mengakibatkan 

pengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat, yang mungkin melibatkan penurunan 

pekerjaan, peningkatan ketidakpastian masyarakat, atau hilangnya investasi. Dalam 

menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat, sangat penting sekali untuk memahami fungsi 

hukum sebagai kontrol sosial dan menerapkan upaya pencegahan yang tepat.  
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I.PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat merupakan kelompok orang yang mempunyai hubungan sosial dari banyak 

jenis hubungan antar perseorangan yang menjadi pengikutnya. Sejak lahir, manusia telah hidup 

bersama di dalam masyarakat. Dari pergaulan itu, dia mulai menyadari bahwa dalam beberapa 

hal dia mirip dengan orang lain, sedangkan dalam hal lain dia berbeda dari mereka, dan bahwa 

dia memiliki karakteristik unik. Karena persamaan serta perbedaan ini, manusia akhirnya 

menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat memerlukan aturan yang harus diikuti dan 

dipatuhi. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pegangan atau standar yang mengatur hubungan 

antara individu satu sama lain dan juga antara individu dengan kelompok atau masyarakat. 

Serangkaian nilai-nilai juga kaidah-kaidah biasanya berfungsi untuk mengatur pedoman-

pedoman tersebut.1 Dalam praktik jalinan sosial, di antara masyarakat mempunyai sebuah 

kebiasaan serta hukum untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Hukum 

difungsikan untuk menciptakan hubungan yang teratur dan juga tertib di dalam masyarakat. 

Karena hukum memiliki mandat dan sanksi yang kuat bagi para pelaku hukum, hukum harus 

dipatuhi oleh masyarakat. Maka mereka harus mentaatinya dengan mempertimbangkan 

pentingnya hubungan antara hukum dan masyarakat. 

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku 

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa 

tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan 

umum. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar di Asia 

Tenggara dan juga negara Indonesia merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara 

yang memiliki tingkat populasi penduduk yang tinggi sehingga perekonomian di Indonesia 

harus selalu baik guna dapat meningkatkan taraf hidup penduduknya. Semakin banyaknya 

bermunculan pelaku-pelaku bisnis baru maka dipastikan makin ketatnya persaingan diantara 

pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan terjadinya pembangunan dalam bidang ekonomi 

yang mengarah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sejak dahulu juga masyarakat Indonesia 

dikenal sebagai Masyarakat senang dan mudah gotong-royong Terkadang tindakan bersaing 

atau berkompetisi secara tidak sehat tidak memiliki tempat di masyarakat kita suka bergotong-

royong. Namun pada kenyataannya, pada era globalisasi dan semakin berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi membuat semakin banyak pelaku usaha berlomba-lomba 

meningkatkan taraf hidup masingmasing, semakin banyak timbul persaingan usaha yang tidak 

sehat. Salah satu hal yang terjadi mengenai timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat 

contohnya para pengusaha yang dekat dengan atau memiliki koneksi dengan elit kekuasaan 

memiliki kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kesenjangan sosial. 

Munculnya sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung dengan semangat 

kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan perekonomian menjadi 

sangat rapuh dan tidak mampu bersaing secara sehat(Sang & Ruwa, 2008). 

Monopoli terbentuk jika adanya satu atau sekelompok pelaku usaha mempunyai kontrol 

yang eksklusif terhadap pasokan barang dan atau jasa di suatu pasar tertentu, dan dengan 

demikian juga terhadap penentuan harganya.Sehingga jika dilihat dari segi pemusatan kekuatan 

pasar, pelaku monopoli akan mempunyai kekuatan dalam pemusatan kekuatan pasar.2 Jika 

dikaitkan antara monopoli dengan 

 
1 Peraturan-peraturan hukum atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu 
masyarakat, baik peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. 
2 Suyud Margono,2009,Hukum Anti Monopoli,Jakarta,Sinar Grafika,hlm.5 
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aspek-aspek positif maupun negatifnya, memang sangat wajar jika UU Persaingan Usaha 

sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tentang 

monopoli(Tektona, 2022). 

Melihat kondisi tersebut diatas, kita dituntut untuk mencermati dan menata kembali 

kegiatan usaha di Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan perekonomian 

Indonesia yaitu yang tertera dalam Undangundang no.5 tahun 1999 yaitu tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, agar dunia usaha dapat tumbuh dan 

berkembang dengan sehat dan benar sehingga terciptanya iklim persaingan yang sehat sehingga 

terhindar dari bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

 

1. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana aturan tentang persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia? 

2) Apa alassan dan dampak dari persaingan usaha tidak sehat yang sangat marak di 

Indonesia? 

3) Apa fungsi hukum sebagai kontrol sosial terhadap maraknya persaingan usaha yang 

tidak sehat? 

 

2. Metode Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. 

Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak, maka yang 

dimaksud metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmu yang didasarkan pada sistematika dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, 

dengan jalan menganalisanya. Agar penulisan hukum ini memenuhi syarat-syarat ilmiah yaitu 

sebagai tulisan yang mengandung bobot ilmiah, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi 

adalah metode penelitian sebagai jalan atau cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran 

penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

 

II.PEMBAHASAN 

1.  Aturan tentang persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia 

Aturan tentang persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat.3 Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai 

persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan 

melawan hukum dan Pasal 382 bis KUH Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 382 bis KUH 

Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan 

atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah atas tindakan persaingan 

curang bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :  
 

a. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang. 

b. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, 

dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan. 

c. Perusahaan, baik milik pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan 

curang tersebut. 

d. Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau 

orang tertentu. 

e. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi 

konkruennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan pelaku. 

 
3 Amanda, S. (2019) 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli, yaitu suatu 

bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu 

oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah 

setiap orangperorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi(Alfarizi & Zalika, 2023).  

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat 

dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau 

jasa, jika kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Dengan demikian praktik monopoli harus dibuktikan dahulu adanya unsur yang 

mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. 

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 

melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.  

 

2. Alasan dan dampak dari persaingan usaha tidak sehat yang sangat marak di  

    Indonesia 

Persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia dinilai belum cukup sehat. Hal ini 

disebabkan, antara lain, adanya hambatan di sisi regulasi, pasokan, serta kondisi struktur pasar 

dan industri yang relatif terkonsentrasi. Persaingan usaha yang tidak sehat juga dapat 

disebabkan oleh adanya praktek kartel, yang merupakan tindakan paling jahat dari perilaku 

anti-persaingan. Praktek kartel dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan 

berdampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian. Selain itu, sulitnya akses informasi dan 

kurangnya transparansi dalam pasar juga dapat menjadi alasan maraknya persaingan usaha 

yang tidak sehat di Indonesia. Hal ini membuat peluang usaha yang kompetitif menjadi rendah, 

sehingga kegiatan usaha hanya dilakukan oleh sekelompok usaha yang belum terseleksi, tidak 

menumbuhkan ekonomi, dan harga yang diperoleh masyarakat bukan merupakan harga yang 

paling efisien(Wijaya, 2020). 

Persaingan usaha yang tidak sehat sangat marak di Indonesia dan dapat menimbulkan 

dampak negatif pada perekonomian dan masyarakat. Hal ini terkait dengan praktek persaingan 

usaha yang tidak fair, seperti konspirasi, penyalahgunaan monopoli, atau pengawasan pasar. 

Persaingan usaha yang tidak sehat dapat mengakibatkan pengusiran kegiatan, penguasaan 

produksi dan pemasaran, pengawasan hukum, pengaruh pada kelangsungan bisnis, pengaruh 

pada perekonomian, dan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, di 

Indonesia, aturan tentang persaingan usaha yang tidak sehat diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak 

sehat dan memastikan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi 

persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan. 

Dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat, penting untuk memahami fungsi hukum 

sebagai kontrol sosial dan menerapkan upaya pencegahan yang tepat, seperti pendekatan 

konseling pernikahan, pendidikan keluarga, dan upaya penanggulangan secara 

represif(Jumhana & Priatna, 2023). 

 

 

3. Fungsi hukum sebagai kontrol sosial terhadap maraknya persaingan usaha    

    yang tidak sehat 
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Karena hukum selalu mengikuti perkembangan peradaban manusia, hukum selalu ada 

di mana-mana. masyarakat. Hukum tidak mempertimbangkan jauh dari orang lain atau 

sebaliknya karena aturan itu ada dalam manusia. Ahli hukum dan filsuf setuju bahwa hukum 

muncul bersamaan dengan kehadiran makhluk hidup. Keluarga warga negara menjadi hukum 

dan subjeknya digunakan sebagai kontrol sosial dari pemerintah. Semua undang-undang 

adalah kontrol sosial, tetapi tidak untuk semua Kontrol sosial bergantung pada hukum, adalah 

hanya sebagian dari kontrol sosial. 

Sebagai alat kontrol, hukum tidak hanya digunakan sebagai standar yang mengatur cara 

orang berinteraksi satu sama lain. orang-orang di dalam negeri, melainkan juga mengawasi dan 

memastikan bahwa bagaimana kekuatan pemerintah tidak melampaui batas-batas yang 

ditetapkan sehingga diyakini merusak rasa keadilan manusia yang tumbuh dalam Dalam hal 

ini, hukum bertujuan untuk mengembangkan dukungan untuk manusia secara tidak sadar 

dengan mencegah tindakan impulsif, dan secara aktif menyebabkan situasi kemasyarakatan 

yang memiliki sifat manusiawi. Hukuman digunakan sebagai sarana untuk kontrol kekuatan 

agar kekuatan Itu tidak melampaui batas kewenangan. dan pada gilirannya akan menyebabkan 

kerusakan keseimbangan masyarakat(Retnowati & Fernando, 2020). 

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, termasuk dalam kasus 

Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari 

aturan, maka hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap orang yang 

menyimpang. 

Selain itu, hukum membantu masyarakat memegang pengendalian sosial dengan 

memberikan pedoman dan arahan untuk berperilaku. Dalam kasus Monopoli dan persaingan 

usaha yang tidak sehat, hukum dapat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dengan 

memberikan sanksi atau respon untuk para pengusaha yang melakukan persaingan usaha 

secara tidak sehat.   

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum 

merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui 

keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan 

aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi 

tingkahg laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai 

larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi(Ibrahim et al., n.d.). 

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-

hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang 

baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan 

hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan 

suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak 

didukung oleh aparat pelaksana yang kimit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir 

inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat sepertinya dapat dipengaruhi 

oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi 

dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan. 

 

III.PENUTUP 

1.  Kesimpulan  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli, yaitu suatu bentuk 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku 

atau satu kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orangperorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri 
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maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi. 
Persaingan usaha yang tidak sehat sangat marak di Indonesia dan dapat menimbulkan 

dampak negatif pada perekonomian dan masyarakat. Hal ini terkait dengan praktek persaingan 

usaha yang tidak fair, seperti konspirasi, penyalahgunaan monopoli, atau pengawasan pasar. 

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, termasuk dalam kasus 

Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari 

aturan, maka hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap orang yang 

menyimpang.  
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